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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi 
masyarakat dalam penyusunan APBDES di Desa Ayunan, 
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Tahun Anggaran 
2020- 2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif dan menganalisis data yang bersumber dari 
hasil wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka 
dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan 
bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran 
pendapatan belanja desa APBDes yaitu partisipasi melalui 
pemikiran dengan memberikan ide atau pendapat dalam 
penyusunan APBDes Desa Ayunan sesuai dengan yang diinginkan 
oleh masyarakat dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah 
desa dalam penyusunan anggaran. Faktor pendukung yaitu 1) 
Tingkat Pendidikan, sumber daya manusia yang mendukung 
diharapkan dapat memberikan usulan, ide atau pendapat yang 
lebih substansial tentang kebutuhan apa yang perlu dan urgen 2) 
jenis Pekerjaan menentukan aspirasi dan partisipasi apa yang 
dapat diberikan melalui kegiatan desa. Sedangkan faktor 
penghambat adalah adalah tidak semua usulan yang disampaikan 
masyarakat melalui forum musyawarah dusun atau pun 
musyawarah desa diakomodir menjadi program. Keseluruhan 
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme warga 
Desa Ayunan sangat mengikuti setiap proses penyusunan APB 
Desa Ayunan sangat tinggi. 

 

 

  Abstract 

Keyword; 
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 This study aims to determine community participation in the preparation 
of the APBDES in Ayunan Village, Abiansemal District, Badung Regency 
for the 2020-2023 Fiscal Year. The method used is descriptive with a 
qualitative approach and analyzes data sourced from the results of in-
depth interviews, direct observations, literature reviews and 
documentation. The results of the study show that community 
participation in the preparation of the APBDes village expenditure budget 
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is participation through thinking by giving ideas or opinions in the 
preparation of the Swing Village APBDes in accordance with what the 
community wants and then considered by the village government in the 
preparation of the budget. Supporting factors are 1) Education Level, 
supporting human resources are expected to be able to provide more 
substantial proposals, ideas or opinions on what needs are necessary and 
urgent2) The type of work determines what aspirations and participation 
can be provided through village activities. Meanwhile, the inhibiting 
factor is that not all proposals submitted by the community through 
hamlet deliberation forums or village deliberations are accommodated 
into programs. Keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan 
antusiasme warga Desa Ayunan sangat mengikuti setiap proses 
penyusunan APB Desa Ayunan sangat tinggi. 
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PENDAHULUAN 
 

Masyarakat sebagai subjek pembangunan perlu dilibatkan dimulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi 
oleh ketersediaan APBDes. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat 
dibutuhkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Aswari et 
al., 2019). Tanpa peran aktif masyarakat dalam membuat keputusan berkaitan dengan penyusunan 
APBDes membuka ruang untuk terjadinya penyimpangan dalam pengalokasian anggaran. Sehingga 
masyarakat yang memahami kebutuhannya perlu dilibatkan karena pembangunan desa harus mampu 
memfasilitasi potensi dan sumber daya yang ada di desa. Ini juga menjadi amanat dari Surat Keputusan 
Bersama Tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) No. 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan 
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang salah satunya 
menekankan pada partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengelolaan keuangan desa yakni terkait 
penganggaran APBDes. 

Penyusunan APBDes berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 
keuangan desa terdiri dari beberapa prinsip antara lain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas 
(Aswari et al., 2019). Penyusunan APBDes dapat menjadi sarana bagi masyarakat pedesaan untuk 
menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pengelolaan finansial. 
Partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan untuk menyiapkan anggaran karena 
perencanaan anggaran merupakan arah kebijakan pemerintah wilayah yang diwujudkan melalui 
tahapan pembangunan daerah tertentu (Johnson et al., 2022; Lehtonen, 2021; Liao & Zhang, 2012; 
Lorsuwannarat, 2017; Mærøe et al., 2021; Park, 2019; Barbakem et al., 2018). Oleh karena itu, APBDes 
harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan daerah dan sebagai bentuk transparansi kebijakan kepada publik sebagai organ 
tertinggi kekuasaan Publik. Pembangunan partisipatif dibutuhkan karena masyarakat memiliki 
aspirasi tersendiri dalam hal penggunaan anggaran untuk kemajuan desa. 

Menurut Osborne & Gaesbler dalam Muluk (2010), ada beberapa keunggulan partisipasi 
masyarakat yaitu, pertama masyarakat memiliki komitmen yang lebih besar kepada para anggotanya; 
kedua masyarakat lebih baik dalam memahami persoalannya sendiri; ketiga masyarakat 
menyelesaikan berbagai masalah; keempat masyarakat memberikan kepedulian; kelima masyarakat 
lebih fleksibel dan kreatif; keenam partisipasi masyarakat lebih murah; ketujuh masyarakat berusaha 
menegakkan standar perilaku dengan lebih efektif. 

Melihat dari fungsi dan manfaat, partisipasi dipandang sebagai hak masyarakat untuk ikut serta 
mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan apa dipaparkan oleh 
Kenneth Lee dan Anne Mills dalam Muluk (2010) bahwa partisipasi berperan untuk menampilkan 
keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan 
masyarakat akan masuk dalam agenda pemerintahan. Selain itu menurut Kell Antoft dan Jack Novack 
dalam Muluk (2010), partisipasi bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat dalam 
menerapkan keputusan yang telah dibuat bersama. 

Salah satu kebijakan publik yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat 
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk 
APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan  Desa.  Masyarakat  berhak  
memberikan  masukan  terkait  pembahasan 

Rancangan Peraturan Desa. Melalui APBDes ini diharapkan pemerintah
 desa dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya agar dapat mewujudkan 
kesejateraan masyarakat. Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Publik 
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Indonesia. Desa merupakan agen pemerintahan terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran 
riil yang hendak disejahterakan. Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada 
masyarakat, selain itu desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang kokoh 
sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-
budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Nurcholis, 2011). 

Kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan 
dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan antara lain: (a) adanya dominasi oleh elit lokal; 
(b) lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi; (c) lemahnya organisasi 
kemasyarakatan lokal; dan (d) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi (Muluk, 2010: 
6-7). Masyarakat seharusnya berada pada posisi penting dalam penyusunan pembangunan khususnya 
APBDes, namun dalam prakteknya masyarakat cenderung diabaikan. Hal ini menyebabkan program-
program yang dirancang justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak jarang hanya 
menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan saja. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya proses pengambilan keputusan yang berkaitan 
dengan proses pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari warga Publik. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya memberdayakan potensi yang dimiliki 
masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan tujuan peningkatan aspirasi 
masyarakat berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam 
proses pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang telah 
dirancang. Selain itu partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting karena pembangunan desa 
ditujukan kepada masyarakat sehingga harus mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki 
desa. 

Penelitian ini secara khusus membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam 
penyusunan APBDes di Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Tentunya, beberapa 
penelitian terdahulu belum pernah membahas tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di 
Desa Ayunan dalam penyusunan APBDes. Sehingga, penelitian ini akan membahas lebih jauh tentang 
partisipasi masyarakat di Desa Ayunan dengan kondisi dan komposisi sosial masyarakat yang berbeda 
dari desa-desa lainnya. Dana Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tahun 
2020 sebesar 1,1 Miliar. 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBDES di DesaAyunan 
Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2020-2023? 

b. Apa sajakah Faktor penghambat dan pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Proses 
Penyusunan APBDES di Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 
Anggaran 2020-2023 ? 
 

2. Landasan Teori 

Berdasarkan landasan teori, maka dapat digambarkan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam 
Penyusunan APBDESTahun Anggaran 2020 Di Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal Kabupaten 
Badung, dengan menggunakan Teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh 
Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) yang terdiri dari faktor-faktor patisipasi menjadi tiga jenis, yaitu 
pertama, partisipasi dalam perencanaan. Kedua, partisipasi dalam penyusunan. Ketiga, partisipasi 
dalam pengesahan.
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Pertama, partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan 
penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut 
kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam perencanaan ini antara lain seperti ikut 
menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau 
penolakan terhadap program yang ditawarkan. 

Kedua, partisipasi dalam penyusunan meliputi menggerakkan sumber daya dana, 
kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam penyusunan 
merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan 
dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. 

Ketiga, partisipasi dalam pengesahan. Partisipasi dalam pengesahan tidak lepas dari 
hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. 
Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari 
presentase keberhasilan program. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk 
menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk 
memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Data yang dikumpulkan 
terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar 
angka atau frekuensi. Sifat penelitian semacam ini mampu memperlihatkan secara langsung 
hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian 
kedalaman makna 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
anggaran pendapatan belanja desa APBDes yaitu partisipasi melalui pemikiran dengan 
memberikan ide atau pendapat dalam penyusunan APBDes Desa Ayunan sesuai dengan yang 
diinginkan oleh masyarakat dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam 
penyusunan anggaran. Faktor pendukung yaitu 1) Tingkat Pendidikan, sumber daya manusia 
yang mendukung diharapkan dapat memberikan usulan, ide atau pendapat yang lebih 
substansial tentang kebutuhan apa yang perlu dan urgen 2) jenis Pekerjaan menentukan aspirasi 
dan partisipasi apa yang dapat diberikan melalui kegiatan desa. Sedangkan faktor penghambat 
adalah adalah tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat melalui forum musyawarah 
dusun atau pun musyawarah desa diakomodir menjadi program. Keseluruhan menunjukkan 
bahwa tingkat partisipasi dan antusiasme warga Desa Ayunan sangat mengikuti setiap proses 
penyusunan APB Desa Ayunan sangat tinggi 
 

 
PENUTUP 
 

1. Kesimpulan 

Partisipasi Masyarakat Desa Ayunan dalam Penyusuna APBDes sangat tinggi dan secara 
aktif perwakilan masyarakat memberikan masukan dan saran dalam setiap rapat atau 
musyawarah desa. 

Factor penghambat dan pendukung dari partisipasi masyarakat desa Ayunan adalah 
sumber daya manusia yang masih rendah dan pekerjaan masyarakat desa Ayunan yang 
mayoritas adalah petani.  

2. Saran 
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Pemerintah desa semestinya meningkatkan kembali sumber-sumber pendapatan desa 
Ayunan sehingga mampu merealisasikan program-program pemerintah desa secara lebih luas. 

Mendorong masyarakat desa terutama generasi mudanya untuk bersekolah lebih tinggi 
hingga nantinya kualitas sumber daya di desa Ayunan semakin baik. 
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